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Tender Pf&yel& Pemerintah
Konmnsultanmn Kecil
Nagggak Hiturnmganm

IK ATTAN Nasional Konsultan
Indonesia (Inkindo) keluhkan
kebijakan Pemerintah yangs
kurang berpihak ke pengusaha
lokal. Pengusaha kecil daerah
sering dicuekin . _embaga
Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah (LK PFP)._
Walhasil, banyak proyek komn—
sultansi di dacesrah. pemenang
proyeknya berasal dari Jakarta
dan sekitarmya.

Wakil Ketua Komisi VWV DPR
Anndi Ivwan DDarrmavwan Aaxas
bisa memahmi keluban dari
pPpara pelaku jasa konstruksi
terhadap kebijakan kemuda-—
han berusaha saat ini. 2
satunya terkait penctapan MNilai
Pengalaman Tertinggsi (INPI)D)
dan INilai Provyvek Terenndaih
yang ditetapkan L. KPP,

Realitas yvang terjadi; mxdlas
harsa yang ditavwarkaay ini tidak
dagi memperlihatkan kelayakan
dan logika dalam menavwar. £

Karemna itu., dia mermastikanmy
Prihaknya akan berapayasaceine—

dAiasi agar dua hal-tersebut bisa

dinegosiasikan dengan lebih
menitikberatkan kepada pe-
makaian domisili perusahaan.

““Memang di konstruksi ini
Jdadi permmasalaban utarma (NPT
dan INilai Provek Terendah).
sehingga ini akan menjadi
salah satu yang akan kami
bahas bersama LK PP seba-
gai keberpihakan kita kepada
konsultan lokal.,”” kata Andi
Iwvwan saat rapat kerja bersarmna
Inkindo. di Gedung Parlermen.
Takarta., kemaxin.

Terkait pengadaan jasa
kKonsultansi oleh Pemerintalh .
sudah ada kebijakan dari Ke-—
menterian BUMIN. IDi dalammnm
kebijakan tersebut. BUMDIDIN
tidak lagi terlibat untuk penga—
daan dengan nilai di bawakh
Rp S miliar. N amun kebijakan
tersebut masih sebatas surat
edaran.

““Tapi mnanti kita akan coba
beri masukan ke Kementerian
PUPR agar bidang konsultansi
itu anggaran di bavwah Rp S
miliar sebaiknya pengusaha
swvwasta rmurni.”” tegasnya.

Salah

Politisi Gerindra dapil Sula—
wesi Selatan ini mengatakan
sejatinya segala hal terkait regu—
lasi kemudahan berusaha sudah
dicetuskan dalam Undang-—
Undang Cipta Kernja. Sehinggzsa
ke depan. tidak ada lagi pengu—
saha yang mengeluh bahwa
untuk berusaha atau berimves-—
tasi mengalami hambatan.

Walau segalanya mudah .
tidak berarti para pelaku usaha
di jasa kontruksi ini kemudian
mengenyvampingkan tentang
mutu . kualitas dan sebagainya.

Makanya., dia mendorong
Ppara pelalku usaha untuk memi-—
liki kemampuan mengupsgsrade
atau mMmeningkarkan profesio-
nalistmenya.

““Tapi itu harus diikuti juga
oleh kemampuan Pemerintah
misalkan dalam penyediaan
tenagsa ahli]” terangnya.

Andi Iwan' mencegaskan .,
Santanrirmnemangs negara masih
sangat kekurangan tenaga ahli
konstrulksi. .

I _embasa Pengembangan
Fasa Konstruksi L. PIK )
merilisi, tenaga ahli yang sudah
tersertifikasi saat ini _jumlahnya
kurang lebih 260 ribu orang.
Sementara kebutubhan tenaga
ahli di dalam negeri rmencapai
SB00 ribu orangs. 3

IDi tempat yang sama ., Ketua
Ummurm Inkindo Peter Frans
menyampaikan kelubhan dari
kKonsultan-konsultan lokal
yvyang sering kali kalah bersaing
dengan konsultan dari Jakarta.
Hal ini imbas dari kebijakan di
LK PP terkait penctapan INPT.

“CIni yang menyebabkan
teman—-teman konsultan kecil
kalah bersaing dnegan konsul-
tan besar.’” katanya.

NPT ini. sejatinya untulk
memanglkas dari forrgfisr mmen—
Jadi shorrlisr. IDia meminta
agar tender lebih menckankan
ke domisili perusahaan. Sebab.
scelama ini yang mermiliki ke—
mampuan INPI-nya hingga 100
Prersen itu adalah konsultan-—
konsultan besar yang ada di
Jakarta, Jawa Barat, dan seki-—
tarnya. =E ECal
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